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knowing the laws of the contemporary economy that
has no sharih nash (certain reference) in the Qur’an
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Transaction, Malls, to master the branch problems (furu’iyah) that are
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an easy way, which is through a solid and succinct
expression in the form of rules of figh, either figh
rules related to contract (transaction), mal (property
assets), banking, and arbitration

PENDAHULUAN

Menurut Musthafa az-Zarqa, Qawaid Fighiyah adalah prinsip-prinsip dasar dan umum
dalam figh yang bersifat ringkas dalam bentuk aturan-aturan yang memuat hukum-hukum syariat
secara umum, mencakup berbagai peristiwa hukum yang termasuk dalam cakupan kaidah
tersebut. (Dahlan, 2010). Prinsip dasar dalam figh muamalah berfungsi sebagai fondasi yang
dapat dianggap sebagai teori yang membentuk aturan-aturan terkait hukum ekonomi. Dr. Abbas
Arfan dalam bukunya yang berjudul 99 Kaidah Figh Muamalah Kulliyah menyebutkan lima
prinsip.

Prinsip pertama adalah Taba’dul al-Manafi, yang menyatakan bahwa setiap bentuk
aktivitas muamalah harus memberikan manfaat dan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat.
Prinsip kedua adalah asas pemerataan dan keadilan, yang menekankan pentingnya keadilan
dalam muamalah, agar kekayaan tidak hanya dikuasai oleh sedikit orang, melainkan harus
didistribusikan secara merata di antara semua lapisan masyarakat, baik yang kaya maupun yang
miskin. Prinsip ketiga adalah asas keridaan dan kerelaan, yang menyatakan bahwa setiap
transaksi atau muamalah antara sesama Muslim atau pihak-pihak yang terlibat harus didasarkan
pada kesepakatan dan kerelaan bersama. Prinsip keempat adalah tidak adanya penipuan, yang
dapat disebut juga sebagai asas kejujuran dalam setiap transaksi. Prinsip kelima adalah asas
kebaikan dan ketakwaan, di mana seorang Muslim harus berusaha melakukan segala sesuatu
yang mendukung kebaikan dan meningkatkan ketakwaannya kepada Allah SWT. Prinsip terakhir
adalah asas Musyarakah, yang menekankan pentingnya kerjasama antara pihak-pihak yang
memiliki tujuan bersama untuk saling menguntungkan, namun tetap dalam batas tindakan yang
diridhoi oleh Allah. (Habibullah, 2018)

Islam memberikan perhatian besar terhadap perekonomian umatnya, sebagaimana terlihat
dari banyaknya ayat-ayat Al-Quran, hadis, serta ijtihad para ulama yang membahas tentang
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aspek-aspek ekonomi. Bahkan, ayat terpanjang dalam Al-Quran membahas tentang urusan

ekonomi, bukan mengenai ibadah mahdhah atau akidah. Ayat terpanjang tersebut adalah ayat 282

dalam surah Al-Bagarah. Menurut Ibn 'Arabi, ayat ini mencakup 52 hukum yang berkaitan

dengan ekonomi. Sebagai panduan hidup umat Islam, Al-Quran secara jelas mengatur kegiatan

bisnis dan memandang bisnis sebagai pekerjaan yang menguntungkan dan menyenangkan. Al-

Quran sangat mendorong dan memotivasi umat Islam untuk terlibat dalam transaksi bisnis dalam
kehidupan mereka. (Iwan Permana, 2020)

Begitulah gambaran kemajuan dan perkembangan Ekonomi Islam di masa lalu. Namun,
selama periode yang cukup lama, sekitar 7 abad (dari abad ke-13 hingga pertengahan abad ke-20),
ajaran ekonomi Islam mengalami stagnasi karena masuknya kolonialisme Barat yang
memperkenalkan dan mengajarkan doktrin-doktrin ekonomi ribawi (kapitalisme), terutama dari
abad ke-18 hingga abad ke-20. Proses ini berlangsung lama, sehingga umat Islam terbiasa dengan
sistem kapitalisme. Akibatnya, ketika ajaran ekonomi Islam diperkenalkan kembali kepada umat
Islam, mereka menolak karena dalam pikiran mereka telah tertanam pemikiran ekonomi ribawi
atau kapitalisme.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk
mengkaji kaidah-kaidah fighiyyah dalam konteks ekonomi. Pendekatan ini dipilih karena sifat
kajian yang menitikberatkan pada analisis teks dan interpretasi hukum Islam dalam penerapan
kaidah-kaidah figih dalam berbagai kegiatan ekonomi. Penelitian ini akan menjelaskan
bagaimana kaidah-kaidah fighiyyah memberikan pedoman dalam menjalankan aktivitas ekonomi
yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Murdyanto 2020). Penelitian ini menggunakan
pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada analisis isi (content analysis) terhadap teks-teks
hukum Islam, termasuk kitab-kitab fiqih klasik, literatur kontemporer, dan fatwa-fatwa terkait
ekonomi Islam. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis karena menggambarkan kaidah-kaidah
yang ada, sekaligus menganalisis penerapannya dalam konteks ekonomi (Dawis et al. 2023).
Sumber data utama dalam penelitian ini adalah literatur primer berupa kitab-kitab figih klasik,
seperti al-Qawa'id al-Fighiyyah karya Ibnu Nujaim, al-Asybah wa al-Nazhair karya Imam
Suyuthi, serta fatwa-fatwa kontemporer yang berkaitan dengan ekonomi Islam. Selain itu,
penelitian ini juga menggunakan data sekunder dari literatur akademik, jurnal ilmiah, dan artikel
terkait ekonomi Islam.(Arifin 2018). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi
literatur (library research), yang meliputi pengumpulan dan pengkajian buku, artikel, dan jurnal
yang relevan dengan kaidah-kaidah fighiyyah dan ekonomi Islam. Peneliti akan melakukan
kajian pustaka yang mendalam untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang komprehensif
terkait topik yang diteliti (Dawis et al. 2023). Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik
analisis isi (content analysis), di mana peneliti mengidentifikasi dan mengklasifikasikan kaidah-
kaidah fighiyyah yang relevan dengan ekonomi, serta mengevaluasi penerapan kaidah-kaidah
tersebut dalam aspek-aspek ekonomi, seperti transaksi jual beli, investasi, dan pengelolaan
keuangan. Setiap kaidah fighiyyah dianalisis dengan memperhatikan tujuan dan relevansinya
dalam kegiatan ekonomi kontemporer, serta implikasinya terhadap praktik ekonomi
syariah.(Dawis et al. 2023)
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Peran Kaidah-kaidah figh terhadap Pengembangan Ekonomi Islam

Dalam sejarah, tercatat bahwa Rasulullah Muhammad SAW pernah bekerja sebagai
pedagang. Gaya berdagang yang unik pada masa itu membawa berkah bagi beliau, dengan
memperoleh kepercayaan konsumen dan meraih keuntungan yang besar. Keunikan metode
berdagang Rasulullah adalah dengan memberikan informasi mengenai harga dasar barang kepada
pembeli dan membiarkan pembeli menentukan keuntungan yang akan diterima. Saat risalah
nubuwwah diamanahkan kepada beliau, Rasulullah menekankan bahwa bisnis merupakan pilar
penting dalam pembangunan dunia dan profesi pedagang adalah profesi yang terhormat. Beliau
bahkan menyamakan pedagang yang jujur dengan derajat orang-orang yang bertakwa.

Islam memberikan perhatian yang begitu besar terhadap sektor ekonomi, sehingga
terdapat banyak buku yang membahas berbagai konsep ekonomi Islam. Koleksi figh Islam secara
konsisten membahas berbagai topik seperti Musyarakah, Mudarabah, Murabahah, Musawamah,
Ijarah,Wakalah, Musahamah, Wadi’ah, serta banyak konsep muamalah lainnya. Selain dari
kitab-kitab figh, ada banyak karya ulama klasik yang secara mendalam dan luas membahas
konsep serta ilmu ekonomi Islam.

Untuk membantu umat Islam dalam membahas tema hukum ekonomi Islam, mempelajari
kaidah-kaidah figh menjadi penting agar mereka dapat dengan mudah memahami hukum-hukum
kontemporer ekonomi yang tidak memiliki nash sharth (dalil pasti) dalam Al-Quran atau hadis.
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Demikian pula, kaidah-kaidah figh mempermudah kita dalam menguasai permasalahan
furu'iyyah (cabang) yang terus berkembang dan sangat banyak jumlahnya dalam waktu singkat

dengan cara yang mudah, yakni melalui ungkapan yang padat dan ringkas.(Sanusi, Nurhasanah,
and Surahman 2020)

Tulisan ini akan memaparkan kaidah-kaidah figh yang terkait dengan transaksi, aset
kekayaan, perbankan, dan arbitrase.

Kaidah - kaidah figh ‘Aqad (Transaksi )
s AS e 33 35 &1 ) A Uatasd) 3 gl
“Pada dasarnya hukum asal bermuamalah adalah boleh sampai ada dalil yang
menunjukan keharamannya”.(Iwan Permana 2020)
Istilah bermuamalah di sini mencakup berbagai makna, termasuk interaksi sosial dalam
masyarakat maupun kegiatan bisnis beserta segala konsekuensinya.
AN e il L Aial 3 Codbladial) i dial) b Bl
“Suatu transaksi pada dasarnya harus dilandasi kerelaan kedua belah pihak dan

hasilnya adalah sah dan mengikat kedua belah pihak terhadap diktum yang
ditransaksikan”.(Haris 2022)

338Y) J&N g
“Transaksi yang batal (karena tidak memenuhi unsur syarat ataupun rukun) tidak

berubah menjadi sah karena dibolehkan”.(Hamdi and Ade Junaedi 2022)

Contohnya, seorang Muslim yang berkomitmen untuk mengikuti prinsip ekonomi syariah
melakukan transaksi keuangan dengan lembaga keuangan yang menggunakan sistem bunga.
Meskipun lembaga keuangan tersebut memperbolehkan dan menerima transaksi tersebut,
transaksi tersebut tetap dianggap batal.

Slaally z1 A0
“Manfaat suatu benda adalah faktor pengganti kerugian”.(Hamdi and Ade Junaedi 2022)

Sebagai contoh, seseorang mengembalikan seekor sapi yang baru saja dibelinya kepada
penjualnya karena sapi tersebut memiliki cacat. Pemilik sapi tidak berhak menuntut penghasilan
dari sapi selama sapi tersebut berada di tangan pembeli, karena hak untuk memanfaatkan sapi
adalah milik pembeli.

4daids (Al Oy (i) Il 13
“Apabila suatu transaksi batal, maka akan batal secara otomatis diktum-diktum dalam
transaksi tersebut”.(Awal Rifai Wahab 2022)

Sebagai contoh, jika seseorang membeli rumah dari pemiliknya dan salah satu pihak
membatalkan transaksi tersebut, maka pembeli akan mengembalikan rumah kepada pemilik, dan
pemilik rumah akan mengembalikan sejumlah uang yang dibayar untuk rumah tersebut.

gadlia o dals pe 1 o daali
“Bertransaksi dengan obyek benda, sama hukumnya dengan bertransaksi dengan obyek
manfaat benda tersebut”.(Awal Rifai Wahab 2022)
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Sebagai contoh, jika seseorang menyewa rumah untuk tinggal atau membeli rumah
tersebut, maka syarat dan rukun transaksi tersebut harus dipenuhi dengan cara yang sama.(Awal
Rifai Wahab 2022)

5 sgd SLaiia (e of S8 AaLiaa (e (ISl
“Setiap syarat dalam suatu transaksi yang bertujuan untuk kesuksesan dan tujuan transaksi

tersebut, maka dibolehkan”

Sebagai contoh, dalam transaksi jual-beli salam, jika disyaratkan bahwa dana pembelian
disimpan di bank (sebagai pihak ketiga) sebelum barang yang dibeli diserahkan, untuk mencegah
wanprestasi dari salah satu pihak, maka hal tersebut diperbolehkan.(Haris 2022)

Kaidah - kaidah figh Mal (Aset Kekayaan)
3158 il guad) i
“Mengkonsumsi materi yang berasal dari pendapatan yang dilarang oleh syari’at Islam

adalah haram hukumnya”.(Awal Rifai Wahab 2022)

Contohnya, menggunakan harta hasil korupsi, kolusi, perampokan, penipuan, upah dari
perbuatan zina, keuntungan dari perdagangan barang haram, dan sejenisnya adalah haram untuk
dikonsumsi.

éml-:l ;;’.;u’s‘]j ;h-:i ;a/.ia‘:}c:;g‘

“Aset kekayaan menjadi tanggungjawab seseorang untuk menggantinya manakala karena
faktor kesalahan sama dengan tanggungjawabnya bila merusaknya secara sengaja”.

Sebagai contoh, jika seorang sopir yang menyewa mobil mengalami kecelakaan atau
tertabrak oleh mobil lain selama perjalanan, maka dia bertanggung jawab untuk menanggung
biaya perbaikan atau mengganti mobil yang disewanya. (Haris 2022)

Ly (s L) & g3
“Hutang-hutang dapat dilunasi dengan (nilai barang yang dihutang) yang semisalnya’.

Sebagai contoh, jika seseorang berhutang seekor kambing jantan kepada orang lain, maka
ia harus membayar hutang tersebut dengan kambing yang memiliki jenis dan spesifikasi yang
sama kepada pihak yang memberikan pinjaman, dan tidak harus dengan kambing yang sama
persis dengan yang dahulu dipinjamkan.

4 (Blaly O Aglad; Helida ddy (e iy A e (i

“Barang siapa memperoleh keuntungan yang mengandung unsur sesuatu yang dilarang,
maka hendaklah ia mengeluarkan sedekah dari keuntungan tersebut”.(Hamdi and Ade Junaedi
2022)

Sebagai contoh, jika seorang pedagang pengecer yang memperoleh barang dagangannya
dari toko grosir telah disyaratkan untuk hanya menjual barang tersebut di Jakarta, tetapi ternyata
dia juga menjualnya di kota-kota lain di luar Jakarta, maka dia sebaiknya bersedekah dari
keuntungan yang diperolehnya.(Awal Rifai Wahab 2022)

Oy Glaall 3 53y

“Pemberian gaji (upah) dan tanggungjawab untuk mengganti kerugian tidak dapat
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disatukan”.

Sebagai contoh, jika seseorang menyewa truk untuk angkutan barang dan kemudian
memuat truk tersebut melebihi tonase yang ditentukan, sehingga menyebabkan kerusakan, maka
penyewa harus memperbaiki truk tersebut dan tidak perlu membayar biaya sewanya. Dalam hal
ini, penyewa harus bertanggung jawab untuk memperbaiki truk tersebut dan tidak diwajibkan
membayar biaya sewanya.

a1A alal) 0 Ly
“Sesuatu yang menjadi sarana suatu perbuatan atau suatu benda menjadi haram, maka
sesuatu tersebut adalah haram hukumnya”.

Sebagai contoh, menjual kondom tanpa adanya regulasi yang mengharuskan pembeli
menunjukkan akta nikah sebagai syarat dalam transaksi penjualan. Oleh karena itu, menjual alat
kontrasepsi tersebut adalah haram karena dapat menjadi sarana untuk melakukan perbuatan
zina.(Jasri et al. 2024)

Kaidah - kaidah figh Perbankan
4dd) My ) el B Gy 0 2 ) jsa Y
“Tidak dibenarkan seseorang mendistribusikan milik orang lain tanpa adanya pemberian
otoritas dari pemiliknya”.

Badan usaha perbankan adalah sebuah entitas yang menyediakan layanan jasa keuangan
dan mengelola lalu lintas transaksi keuangan. Transaksi, baik itu tunai, kredit, Letter of Credit
(LC), atau transaksi elektronik, akan mendapatkan layanan secara sah jika dilakukan oleh
individu atau badan hukum yang memiliki kapasitas hukum untuk bertindak atau bertransaksi
secara sah. Sebaliknya, transaksi dari pihak yang tidak memiliki hak atau tidak cakap secara
hukum tidak akan dilayani.

Sy i) el b i il o8

“Perintah menasarufkan (memanfaatkan) properti orang lain (tanpa izin pemiliknya)
adalah batal”.

Transaksi perbankan dapat dianggap sah dan legal jika dilakukan oleh pihak-pihak yang
secara hukum memiliki kapasitas untuk bertransaksi dan memiliki hak penuh atas objek transaksi
tersebut. Jika ada instruksi transaksi kepada pihak tertentu atau untuk objek transaksi yang bukan
miliknya atau di luar kekuasaannya, maka transaksi perbankan tersebut dianggap batal demi
hukum.(Haris 2022)

o Jaiag (o 3 0L (0 O (i { 0L p A )
“Resiko sejalan dengan keuntungan (yakni orang yang memperoleh manfaat atas sesuatu,

pada saat yang sama harus mau berkorban bila terjadi resiko dari usaha yang telah memberikan
keutungan kepada dirinya)”.

Salah satu produk perbankan adalah Mudharabah (trust financing/trust investment), yang
memiliki dua aspek terkait: memperoleh keuntungan melalui sistem kemitraan antara pemilik
modal dan pelaku usaha, serta menanggung risiko kerugian jika usaha tersebut gagal. Kegagalan
usaha dalam sistem Mudharabah dibagi menjadi dua kategori; pertama, jika kegagalan atau
kerugian disebabkan semata-mata oleh persaingan usaha, maka kerugian tersebut ditanggung oleh
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pemilik modal. Kedua, jika kerugian suatu usaha disebabkan oleh faktor kesengajaan dari pelaku
usaha, maka pelaku usaha bertanggung jawab untuk menanggung nilai ganti rugi atas kerugian

tersebut.(Haris 2022)
& A e B aa Jla 380 o) ) g
“Tidak boleh bagi seseorang mengambil milik orang lain tanpa sebab syar’i”.

Kaidah ini menekankan pada adanya dasar hukum syara’ atau ketiadaan hukum syara’
terkait pemungutan, pengambilan, pelunasan hutang, dan hal-hal serupa. Jika tidak ada dasar
hukum syara’, maka tidak ada pihak yang diperbolehkan untuk mengambil, memungut, menagih,
atau mengambil paksa properti milik orang lain.

Crd) S8 ellall Gupen A5

“Rotasi pertukaran sebab kepemilikan sama dengan rotasi pertukaran bendanya itu
sendiri”.(Hamdi and Ade Junaedi 2022)

Sebagai contoh, jika seorang pembeli meninggal dunia, kemudian barang yang dibelinya
dibeli kembali oleh pihak lain melalui ahli warisnya. Jika harga barang lebih murah dari harga
awal karena dianggap cacat kepemilikan, maka jual beli tersebut tidak sah karena kepemilikan
barang tersebut sudah jelas.

Aa¥ 0sS Bl ladll ) guapLudiSly 21 gal)
“Janji yang diiringi persyaratan adalah lazim.”

Produk perbankan sering kali memberikan reward kepada nasabah berupa poin tertentu
yang dapat ditukarkan dengan hadiah, sebagai upaya untuk menarik minat nasabah berinvestasi di
bank tersebut, dengan syarat nasabah terus meningkatkan saldo tabungannya. Pemberian reward
menjadi kewajiban bank jika nasabah memenuhi syarat dengan menambah saldo tabungan dalam
jumlah dan waktu tertentu sesuai ketentuan.(Jasri et al. 2024)

“Pihak yang dibebani oleh syarat wajib memenuhinya ketika sesuatu yang disyaratkan
dipenuhi”.

Dalam transaksi sewa beli, (Sanusi, Nurhasanah, and Surahman 2020) pihak penyewa
yang telah melengkapi dokumen administrasi dan membayar sejumlah uang muka (DP) kepada
bank akan diberikan hak untuk menempati objek transaksi, seperti sebuah rumah hunian. Pihak
penyewa beli diwajibkan untuk membayar angsuran cicilan rumah hingga lunas, sebagai
konsekuensi logis dari kesepakatan transaksi sewa beli dengan bank.

A Al Jlaal) g dad) adliadl B )
“Pada dasarnya semua yang bermanfaat boleh dilaksanakan dan semua yang
mendatangkan bahaya haram dilaksanakan”.

Contoh produk asuransi adalah produk wakalah bi alujrah, (Munif 2017) yaitu bentuk
pendelegasian urusan kepada individu, badan usaha, atau lembaga keuangan untuk melakukan
tindakan sesuai dengan keinginan pihak yang menyerahkan urusan tersebut, di mana pihak yang
mengelola urusan mendapatkan imbalan atau manfaat.

olall g BEIBUY  Slaall 5 dua Wall 3 ghalf 3 5 )
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“Penilain pada semua bentuk akad berdasarkan pada tujuan dan maknanya, bukan
berdasarkan lafal dan bentuknya”.

Setiap transaksi perbankan selalu didasarkan pada klausul dalam akad tersebut, yang
mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi dan menetapkan konsekuensi yang timbul
dari transaksi tersebut. Dalam konteks wadi’ah, awalnya merupakan akad yang bersifat tolong-
menolong antara sesama manusia tanpa imbalan jasa dan tidak boleh dimanfaatkan. Namun,
karena akad wadi’ah mengikuti prinsip qardh dengan mengalihkan akad menjadi tahawul al-‘aqd,
maka implikasi hukumnya menjadi setara dengan qardh. Improvisasi produk perbankan syariah
ini memberikan legitimasi bagi pengelolaannya dalam perbankan syariah. Bank juga diizinkan
untuk mengelola dana titipan nasabah (wadi’ah) dan, berdasarkan keuntungan yang diperoleh,
dapat memberikan bonus kepada nasabah (wadi’ah) yang tidak dijanjikan di awal.(Munif 2017)

Kaidah-kaidah Arbitrase Ekonomi
8 el daa )Y g dyaata daa ALd)
“Alat bukti otentik adalah alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian mutlak (bagi

pihak-pihak yang berkepentingan), sedang ikrar (pengakuan) hanyalah bukti relatif bagi yang
menyatakannya”.

Jika terjadi sengketa perdata dalam bidang ekonomi, pihak yang memiliki bukti otentik
seperti kwitansi, dokumen resmi dari lembaga terkait, faktur pembayaran, atau bukti lain
termasuk keterangan lisan, akan memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat dibandingkan
dengan bukti berupa pengakuan yang hanya mendukung gugatannya secara pribadi.

ASLal) afa daa Jing¥ (Sl (BN aa daaY

“Sesuatu yang diperdebatkan tidak bisa dijadikan hujjah, tetapi juga tidak dapat
menafikan keputusan hakim”.

Menjadikan dasar hukum dari sesuatu yang masih dalam perdebatan tidak diperbolehkan,
kecuali hal tersebut sudah menjadi putusan hukum yang memiliki kekuatan mengikat atau sudah
berkekuatan hukum tetap (in kracht).(Iwan Permana 2020)

e 05 albe Ja¥) Y Sl 11 Jadl) ciliay

“Suatu perbuatan itu dimintakan pertanggungjawaban kepada pelakunya dan bukan
kepada yang memerintahkan perbuatan tersebut, kecuali pada suatu kasus yang terpaksa’.

Jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian antara A dan B, di mana A melakukan
wanprestasi atas instruksi dari C tanpa adanya paksaan, maka A tetap bertanggung jawab atas
wanprestasi yang dilakukannya.(Iwan Permana 2020)

Skl ) aSal) Gl Guediall g ydilial) aial 13)

“Apabila terdapat dua orang terlibat suatu perkara, yang seorang terlibat langsung dan
yvang lain hanya terlibat sebab-sebab, maka hukum dibebankan pada orang yang terlibat secara
langsung saja”.

cladall LA o il ) sal)
“Hal yang dibolehkan syariat tidak dapat dijadikan beban/tanggungan”.

Apabila seorang nasabah menarik dana dari suatu bank dan menerima pelayanan yang
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sangat baik dari teller lalu memberikan tip, hal tersebut diperbolehkan. Namun, ini tidak berarti
bahwa setiap kali nasabah menarik dana dari bank tersebut, ia wajib memberikan tip kepada teller.

da gan Lgd gl oY duady (2D alie caa gl La

“Sesuatu yang dengan karakter khususnya mewajibkan perkara yang lebih tinggi
diantara dua perkara, tidak secara otomatis mewajibkan yang lebih rendah jika dilihat dari
karakter umumnya”.

Contoh kasus adalah sengketa pailit dalam akad Mudharabah. Jika kebangkrutan usaha
disebabkan oleh kesalahan manusia dari pihak Mudharib, maka Mudharib wajib mengganti
kerugian modal dari shahib al-mal. Namun, jika kebangkrutan terjadi karena faktor di luar
kendali Mudharib, seperti pengaruh mekanisme pasar, maka hukuman yang paling ringan adalah
kerugian ditanggung oleh shahib al-mal, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam
akad.(Hamdi and Ade Junaedi 2022)

Jady Y J gdial)
“Obyek aktifitas tertentu tidak boleh dijadikan obyek aktifitas lainnya”.

Sebagai contoh, seseorang tidak diperbolehkan menggadaikan kembali barang atau benda
yang sudah digadaikan sebelumnya, baik kepada penerima gadai pertama sebagai jaminan hutang
kedua maupun kepada pihak ketiga. Demikian pula, kaidah-kaidah figh ini diterapkan untuk
melarang seseorang melakukan dua transaksi pada satu barang yang sama, seperti menggadaikan
rumah, menyewakannya, dan kemudian menjualnya sebelum masa sewa berakhir.

dalad) AV 1) (e (5 981 Aaldd) A g1
“Wilayah (kekuasaan) khusus lebih kuat dari pada wilayah umum”.

Dalam bidang ekonomi, kaidah-kaidah figh ini akan berhubungan dengan pengelolaan
wilayah yang berada di bawah kendali otoritas tertentu. Sebagai contoh, seorang General
Manager perusahaan perbankan yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia, tidak memiliki
wewenang dan tidak boleh mengintervensi manajemen operasional salah satu cabang bank di
Lampung. Hal ini karena bank di provinsi Lampung memiliki otoritas wilayah sendiri yang
berada di bawah kendali Branch Manager provinsi tersebut.(Haris 2022)

Ale panall S Lal) g 48 CAlial) S5

“Hal-hal yang diperselisihkan tidak dapat diingkari, yang wajib diingkari adalah hal-hal
vang sudah disepakati.”

Secara lebih rinci, kaidah-kaidah figh ini menegaskan bahwa larangan untuk mengingkari
perkara-perkara yang masih diperselisihkan didasarkan pada pemahaman bahwa fuqaha yang
berpendapat sesuatu itu haram tidak lebih unggul daripada fugaha yang membolehkannya.(Haris
2022)

Jgmaally bl ¥ ) guusal)

“Kemampuan mengerjakan yang ringan tidak gugur kesunahannya atau kewajibannya
disebabkan timbul kesulitan”.

Agama Islam, sebagai manifestasi kasih sayang Allah Swt. kepada umat manusia,
syariatnya dirancang sesuai dengan sifat dan kebutuhan manusia itu sendiri. Walaupun beban
syariat berupa kewajiban sering kali terasa berat bagi manusia, pasti ada alternatif-alternatif yang
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lebih ringan untuk memastikan bahwa tujuan syariat Islam tetap dapat dipenuhi oleh mukallaf,

bahkan dalam kondisi sulit. Contoh dalam bidang ekonomi adalah ketika seseorang memiliki

harta yang mencapai nishab (batas kewajiban zakat), tetapi sebagian dari hartanya tidak berada

dalam penguasaannya. Berdasarkan pendapat yang kuat, ia tetap diwajibkan membayar zakat
berdasarkan jumlah harta yang ada di tangannya.(Jasri et al. 2024)

KESIMPULAN

Dasar hukum kaidah-kaidah figh meliputi Al-Qur'an, hadis, dan ijma’. Ini mencerminkan
bahwa kaidah-kaidah figh merupakan hasil ijtihad dan merupakan generalisasi dari tema-tema
figh yang tersebar di kalangan imam mazhab. Kaidah-kaidah figh yang muncul dari berbagai
karya figh, seperti matan, syarah, dan hasyiyah, lalu kembali ke siklus semula dalam bentuk
mukhtashar, sering kali menciptakan kesan kerumitan dalam masalah hukum Islam bagi orang
awam. Persepsi ini terbentuk karena adanya variasi intensitas dalam pendapat fugaha mengenai
interpretasi nas, yang berdampak pada kesimpulan yang berbeda pula. Kaidah-kaidah figh
dibangun melalui kesadaran dan penelitian ilmiah dengan pendekatan induktif. Secara sederhana,
dalam merumuskan suatu kaidah, permasalahan cabang dalam satu topik tertentu yang memiliki
berbagai pendapat fuqaha dianalisis, kemudian digeneralisasi dari hal-hal yang mirip atau sama,
dan akhirnya dirumuskan dalam kalimat yang singkat dan padat makna. Konstruksi ijtihad yang
bersifat istiqra’i inilah yang akhirnya memberikan daya terima dalam mencari solusi untuk
permasalahan furu’iyah yang terus muncul dan berkembang hingga hari kiamat. Kaidah-kaidah
figh dalam bidang ekonomi berfungsi untuk membenarkan dan melegitimasi seluruh aktivitas
ekonomi umat Islam dalam berbagai jenis transaksi, baik yang melibatkan transaksi mono-akad
maupun multi-akad. Transaksi mono-akad atau akad tunggal, seperti jual-beli, sewa-menyewa,
gadai, dan hutang-piutang, pada akhirnya, sesuai dengan kebutuhan aktivitas ekonomi
masyarakat kontemporer, memerlukan transaksi multi-akad. Contohnya adalah meningkatnya
jumlah masyarakat yang melakukan transaksi sewa beli untuk kendaraan bermotor, perumahan,
barang elektronik, dan sebagainya. Oleh karena itu, kaidah-kaidah figh yang memberikan
justifikasi adalah yang terkait dengan transaksi al-ijarah muntahiyah bi al-tamlik. Hal ini juga
berlaku untuk permasalahan ekonomi lainnya.
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